
WALIKOTA BITUNG 

PERATURAN WALIKOTA BITUNG 
NOMOR 4o TAHUN 2014 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BELANJA TIDAK TERDUGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

• 

• 

Menimbang 

Mengingat: 

WALIKOTA BITUNG, 

a. bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja 
untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana 
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan 
sebelumnya; 

b. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana 
dimaksud pada huruf a yaitu untuk tanggap darurat 
dalam rangka pencegahan gangguan terhadap 
stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi 
terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban 
masyarakat di daerah; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan 
bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban 
belanja tidak terduga untuk tanggap darurat 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka 
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja 
Tidak Terduga; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3421); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
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Ivomor 125, Tarnbahan Lembat-an Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437); 

3. Lrndang-Urrd ang Nomor 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan arrtara Pemerintah Pusat dan 
Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indoneaiu Tahun '.2004 Nomor 126, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indoneaia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Fc-uangan Negara [Lcrnbar-an Negara Republik 
lndonesia Tabun 2003 Nornor 47; Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 
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r1ctnng-1Jndai1g Nomor 1 Tahun 20()4 tentang 
Pcrbcndaharaan Negara [Lembar-an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 
\"egara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. L'rtdang-Uridarrg Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Pcnanggulangau Bencana [Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 43, Tambahan Lembaran 
\icgara Republik Inclonesia Nornor 4829); 

7. .rndang-Uncang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan 
'Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
"vomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
'.1 .doncsia Nomor �i234); 

8. v-raturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
"ongcloraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
'{l'·pul)lik Indonesia T'ahun 2005 Nomor 140, 
Tnmbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
f\0111or 4578); 

9. 0,·rat11rf111 Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 
«-u tang J'cnyelenggaraen Penanggulangan Bencana 
(Lernbarun Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Xornor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
mdonesia Nomor 4828); 

10. "c-raiuran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
l:'l,.-:,r1gadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
c-lnh beberapa ka li diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 70 Tah uri 2012 tentang Perubahan 
Kedua aras Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
ti nr a ng Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah; 

11. c, raru-an Mentcri Dalam Negcri Nornor 13 Tahun 2006 
-mang Pedomar- Pengelolaan J(euangan Daerah 

s-:•_.r1.:1;:,'1.1rna11a relah beber-apa kali diubah terakhir 
J-.:::rtg<..1r: Peraturan Memeri Dalam Negeri Nomor 21 
'r.drun .2011 rentang Perubahan Kedua Atas 
P 1u111ra11 Mcnu-ri Datarn l\cgcr, No111or 13 Tahun 2006 
r .u ang Pedoman "ungelolaan Keuangan Daerah; 

12. ,, -racuran Mentcn Dalarn Negcri Nomor 1 Tanun 2014 
, -vtang Pcmbenrukan Pro luk Hukum Daerah [Berita 
\;;gar'.?. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

13. •:.,_ra.t...irai: ,)at:rah Kota 81tL1ng Nomor 2 Tahun 2010 
-ntrmg Pclrok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

• J ,(�r:1 bare 11 Daerah Kota Bi1 ung Tah un 2012 Nomor 2); 
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Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WAL!KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 
DAN PO:RTANCGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

• 

• 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
J. Dacrah adalah Kota Bi tung. 
2. Pemerintahan Deerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembanruan deng .. an prinsip otonomi seluas-Juasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur Penyelenggars Pemerintahan Daerah. 

4. · Walikota adalah Walikota Bitung 
5. . Dewan Perwakila 1 Rakyat Daerah Kota. Bitung yang selanjutnya 

disingkat DPRD ad -Iah Iembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
peuyelenggara pe mermtah daerah. 

6. Sekreteris Daerah F .ilah Sekretaris Daerah Kuta Bitung. 
7. lnspektur adalah l:'�f!ektur l(ota Bitung. 
8. Pertolongan Dar1.1r21 adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera 

untuk mencegah meluasnya dampak bencana atau memperkecil dampak 
jumlah korban. 

9. Pengadaan Air Ber-s-h adalah mengarnbil dan/atau membeli air bersih 
termasuk di dalamnva melakukan proses penvaringan. 

10. Pangan adalah mal anan dan bahan µangan untuk korban bencana. 
11. Keuangan Daerah ar'alah sernua hak dan kcwajiban daerah dalarn rangka 

penyelenggaraan o--nerinrahao daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk -udalamnya Se)S:=tla berituk kekayaan yang 
berhubungan de11e,·n hak dan kewajiban daerah rersebut . 

12. Anggaran Pcndapai.m dan Bclanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
:\PBD adalah renc ona ketangan tahunan pernerintahan daerah yang 
dibahas dan diseu uu: bersarna ol.h peme-rintah daerah dan DPRD, 
dan clitetapkan den- �11 peraruran dac rah. 

13. Pejabat Pcngelola ,•ua'1«ar. Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala uao kerja p.-ngelola keuangan daerah yang 
mempuny,o tug-is aieleksanakan pengelolaan APBI) dan bertindak 
sebagai b-ndahara ..11n doe-ral-. 

14. Satuan Ke: ra Peru ·1nli� Keu.ingan )aerat1 vang selanjutnya disingkat 
SI\PKD .. «tulah f,� ·.-Jn1�Kat d&er,i.:l pad.. Pemcrintah Daerah yang 
melaksan.rxan pt·!1!-;· \•lt>a!l A;)8rJ 

15. Satuan Kcrja Pct ' !l{c."1L l ht,•,·ah yang se lanjut nya disingkat SKPD 
adalah pt -angkat ( .,•rr1i"". pada pc,·1eri11tah daerah selaku pengguna 
anggaran I barang 

16. Tim Angguran Per ·· .iuab ),1.t·ral1 yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yanz Hberuuk dengar keputusan kepala daerah dan 
dipimpin oleh sek etaris dnerah yang mernpunyai tugas menyiapkan 
serta melaksanaka» kebijakan kepala daerah dalam rangka 
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penyusunan APRI > yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana 
daerah, PPKD dan oejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

17. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD 
adalah rencana kerja dan anggaran badan keuangan selaku 
Bendahara Umurn Doerab. 

l 8. Rencana Kcrja dan ,\.1ggara11 SKPD y'1ng selunjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dok urucn perencanaan dan pe-nganggaran yang berisi 
program, kcgiatan t.Li,..., anggaren SKPI). 

19. · Dokumen Pclaksa _a11 Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 
DPA-PPKJ) merup. «an dokumen pclaksanaan anggaran badan 
keuangan selaku B,· .danara Jmum l)aerah. 

20. Dokumen Pelaksan 'an Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPA-SKPO merupauan dokumen yang memuat pendapatan dan 
belanja scnap SKPI1 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh 
pengguna anggaran 

21. Organisasi kcmasya: tkatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota 
masyarakat Warga Negare «epublik Indonesia secara sukarela atas 
dasar kcsamaan kt .a tan, protest, fungsi, agama, dan kepercayaan 
terhadap 1'uhan Y ,ng Maha Esa, u11n1.<. berperan serta dalam 
pernbanguuan da., '11 rangka mencapai rujuan nasional dalam wadah 
Negara Kesaiuan c publik mconesia yang berdasarkan Pancasila 
termasuk OTl{H:11� :,t non pcmcrintuhan ynng bersifat nasional 
dioenruk ht rda$·1rl «eren.uen oeraruran pcrundang-undangan. 

22. Belanja Ti. ik �: � ga ·-tc.l;.lah bclanja untuk kegiatan yang sifatnya 
tidak bias. atai • ;<. ditu ..... apkan br-rular-g seperti penanggulangan 
bencana Vdt1g -i. J., 11�>,.rk!:·:1,-::[-i..rt -scbe-lumnya, tcrmasuk pengembalian 
atas kelcr.o.an l)(" <.. r ,�1:�aP , tacrah t .hun-rahun sebelumnya yang telah 
diturup. 

23. Lembega Swad ,, Mas arakat udalal organisasi/lembaga yang 
dtbentuk oh-h :111l!.i mn svxre.kat Warga vegara Republik Indonesia 
secara au-carela kehvndak -ser-dari c1i--..1 berminat serta bergerak 
di bidang K.Cgta�c .. tert.crrtu )'ang citetapkun oleh organisasi/Jembaga 
sebagai \\ ujud ,>.- .sipasi masyar rkat daiam upaya meningkatkan 
taraf hidup dun e:.·scjat-.1Lt"Jt:1:1 masyarakat yang menitikberatkan 
kepada pengabcr, scc-ura «waday» dan rerdanar secara resmi pada 
insta11si/:::-;Kf>D vur mcnangani m- sa.ah orgarusasi, lembaga swadaya 
masyaraKd I 

24. Bencana adalah .u rsnwa arau rargkaian peristiwa yang disebabkart 
oleh alam m:-1n1.4 l1:111/..1.171t. oleh keduanya yang mengakibatkan 
korban dan pcndr- . .'.l.ln ma-iuaia. kerugian harta benda, kerusakan 
lmgkungan, ke rusr.s an sarana dan prasarana dan fasilitas umum 
serra mernmbulkan .aneguan terhadap tata kehidupan dan penghictupan 
masyarakat 

25. Bencana I .m .. t�; -· r.enr ins) va.ig diaki oatkan oleh peristiwa atau 
serangkai n pcrsr , yan e r".�sebahka1, oler: alarn antara lain bcrupa 
gempa bur-ri. t�ur, , 01.. gur-unu rmlet.us, oanjir, kekeringan, a11gi11 
topan, dan tanah l·J1:g::.or 

26. Bencana soxial eo .ah ber-cena yang diakinarkan oleh peristiwa atau 
serangkaian per 1-;�. .<1 ) ant; cnekibo ckan nlt.:h manusia yang meliputi 
konflik snslal ant;!I :-i:.elorr1L>t1k at.au antar ko1nun_itas masyarakat, dan 
teror. 
Surat Pen11ral1 Mt,� ba:far l.c.11gsung yang seiai1jutn)'a disingkat SP:rvt-LS 
adalah d0kumen ,:,,_n? diterbitkan oleh per1ggu11a anggaran/kuasa 

'r _,. 



pengguna anggaran .miuk penerbitan SP2[) atas beban pengeluaran DPA­ 
SKPD kepada pihak kctiga. 

28. Pejabar Pengelola 1'.·.uangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepara sat uan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya 
disebut dengan ker, �la Sl<PKD yang -nemp,tn}'ai ·cugas melaksanakan 
pengelolaan !\PBf) c1·,i.1 ber-undak sebagai bendahara urnum daerah. 

29. Bendahara Umurn '),tcrah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPl<D 
yang bet-nndak dater- kapasitas sebagai bendahara umum daerah, 

BAB lI 
MAKSUD DAi'- TUJUAN 

}sagiar. Kc satu 
Maksud 

• Mak sud Pera tu ran WclJ .ta in i ada lah sebagai 
menunjang ketancarnn claksanaan per.velolaan 
lebih efektif du n te-p.u <vsarau. 

Il,:1g1�1x1 xcdua 
Tujuan 

Pa.s: .. d .,. 

pedornan dalam rangka 
belanja tidak terduga agar 

• 

Tujuen Peraturan W:i!iku· i m- aoau-n · 
a. sebagai upaya �Ci::: __ .c-nggacanva r.ctayanan puotik serta tercapainya 

pclayanan penangeclangau bencaoa kepada rnasyarakat korban 
bcncana; 

b. sebagai landasau 1� .. rk urn tJ;1�i setrap penanganan k:eadaan darurat 
bencana oan pernern.tah ke pada m.rsyarakar yang· terkena bencana dan 
dapat dipertanggungjawabkan secaru administrasi maupun fisik sesuai 
ketentuan peraturan pert.mdang-u ndangart.darr 

c. sebagai landasan hukum dalarn pelaksanaan pengembalian atas 
kelebihan penerrmaan daera.: tanun-tahun sebelumnya yang telah 
drrutup 

f.llll� ill 
RUANG LlelGKUP 

Ruang lingkup Pr r. r.ran Wahkora ini meliputi penganggaran, 
pelaksanaan, :'.')t'11.:-1La.us;-1 .ce n. octaporan du n pertanggungjawaban serta 
monhormg da.. evafuas . pe-mbcrian dar, pcrtanggungjawaban Belanja Tidak 
Terduga yang rnencaxuc pcnhr1ggt1langan br11ca11:-:1. alarn dan bencana sosial 
serta pcngerncalian .: ,is k:�!ct.11ha1, penerimaau daerah tahun-tahun 
sebelumnya yang Lt·lah 1 .urup. 

_______________ .. ••••................................. ·------··· 
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BAB IV 
'JELANJA T!DAK TERDCGA 

l-lagian Kcsatu 
Umu-n 

Pasal .__) 

( 1) Belanja udak tercn to· mcruoakan bc-Ia nja untuk kegiatan yang sifatnya 
ridak bias« atur. ' �--tk dih.u-apkur beruiang scperti penanggulangan 
bericana alarn dan It .caua c;c�1-�J yt1�,g udak drperldrakan sebelumnya. 

(2) Belanja tioak terd ·, merupaxan bclanja untuk pengernbalian atas 
kelebihan pcnerm.a-.n daera-i rE<.'1LL11-tahur1 s-belumnya yang telah 
ditutup. 

(3) Kegiaran �,1ang oers .. .u udax biasa sebagaimuna dirnaksud pada ayat (1) 
yaitu untuk ta11g_!�.:�1 darura; dalam rangka pencegahan gangguan 
terhadap stabilitas penyelenggaraan pemer-intahan demi terciptanya 
keamanan. ketcn tr-a- :111 dan keiernban masvarakat di daerah. 

(4) Dasar pengeluaran .nggarun belanja tidak terduga yang dianggarkan 
dalam APBI) untuk .endanar tangge p narurat. penanggulangan bencana 
alam dan/atau beuc.cna sosral. rcrmaeuk pengembalian atas kelebihan 
penerimaan cecra.. tahun-tatrun sebelumnya yang telah ditutup 
dnetapkan dengan xcpurusan wahkota dan diberitahukan kepada DPRD 
paling lama fs,..; u) 'auiau tcrhtrung sejak keputusan dimaksud 
ditetapkan. 

(5) Pengeluaran belanj.. .r.tuk tanagap ctan u-at scbagarmana dimaksud pada 
ayat ( 1 J berdasart, .... 1 kebur una r �,ra!1g drusulkan dari SJ(PD yang 
membidangi bencan. sercian mcmpc: timbarig kan efisien si dan efektifitas 
serta mcngnindari c:L,-::nya rumpang Lndih pcndauaan terhadap kegiatan­ 
kegiatan vang tcla..- didanai dar-i �..tnggaran pendapatan clan belanja 
negara. 

(6) Belanja Tidak Tl:',l1 ·,:. �1:1r1�! a,<3.1"! 1�- gunekan u rrruk mendanai tanggap 
darurar, per�a11gg11.:r.r·:�dt! rx-u.nnc, am dan ' atau. bencana sosial serta 
keoutuhan mendc-sa.c lainnv.r drlak r. can cengan cara: 
a. Walikcta mencta _ kan kcgiaian v.mg akar: dictanai dari belanja tidak 

terdug:.: Deng,:,.... -putuv-ci v.e.ik -ta dan dibcritahukan kepada DPRD 
paling Iarna 1 , �Hcui uu\2.11 rcrutung -sejak keputusan dimaksud 
ditetapxun. 

b. alas dasar kcp . .vsan \\.'ahkokt t -rsebut, pimpinan instansi/lembaga 
yang «ka n l- . .- il11!ggi::.1 zja·�vn.b ternadap pelaksanaan kegiatan 
rnengajukan 1...:�.1···:n keb r: .. han p ... .da saat terjadi bencana; 

c. Kegiatar: lam d t 1L1ar tc: •. nggap c, rurat yang didanai melalui belanja 
tidak ter·dL1g::-i dilakukan ccngar pergeseran anggaran dari belanja 
tidak ierduga xr- �� .... 1,111ja S!, f'L) berkenaan. 

Pemerintah du-rah <; 
kemampuan Kctla11g.!: 
keadaan dar-ui ,-, l beuc« 
a. pencarian d.m pcr·yt 
b. pertolongan darurat. 
c. evakuasi kcrban ber- 
d. kebutuhan arr ber su: 
e. 'pangan; 
f. .sandang: 

, 'i i"1t :lJle:·.nr,;s1rr.a11 bt·ic.tnJc.: tidak terduga sesuai 
...:. •. ��;c:..t: yar1g ciigt1r1akH.11 s<::::>uai kebuluhan pada 

,:11�1� k(::)-l\{l.lb,,r. 
;'.a:an kt�·ban 1: '.'.!ncana; 

: (1£): 

.l�in c;.a11:tasi; 



• 
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g. pelayanan kescharan. Ja11 
h. penarnpungan sert.i ,,·1nr,<-'ll" hunian scmentara. 

Pasal '7 

(1) Pengguriac n Be urn Tidak Terduga urrruk kegiatan pencarian dan 
penyclam., un kortv 1 -enc-ar-u se-b: .. guimana dimaksud dalam Pasul 6 
huruf a, mc-Iipuu 
a. perjalana n dmr, , dalarr rangka 1�tncarl�1, dan penyelarnatan korban 

se suai .b-ugai r'· -aruran per undvug-unda-rgan: 
b ua11g k+uh dah.11! pencrrrin.i clan oenyeramatan korban sesuai dengan 

Stancar Biava IJ, .cran yang ditetapkan olen Waiikota; clan 
c. transportasi tim oencarian dart pcrtolongan korban berupa sewa 

sarana t ra ns.porr e si darat. air, udara uan /atau pembelian bahan 
bakar mmyak. 

(2) Sarana tran sportas. scbagaimana dimaksuo da!am ayat ( 1) huruf a 
diperlukan oleh urn.' -cgu penolong yang rergabung dalam pencarian dan 
penyelamatan korban benca na. 

(3) Penggunaan Bela.nj,- Itdak. 'ferduga ndak diperkcnankan untuk rnembeh 
alat transcorras.. 

(4) Peralaran penca rui .. r , lan penvcrarnatart korban bcncana yang dapat dibeli 
antara lain -cpa-u 101, maaxrr, tali temali, lampu.senter. kabel, lampu, 
senso. dnn pen:,l<-il: : pcnca- an dan penyelarnatan kecil lainnya yang 
terkait dengan pc-ice nan 

(5) Peraratan penc..r.. ,lc:::1 ),�nyclani:-tt...-i.n korban bericana yang dapat 
disewa adat.rh µe1"._J" : knre.. ;;2:;..n$el., .. rbung sc-lam/ oksigen dan alat berat 
pendukunc _Je11c,:r 1:,, dan j-envelarr.suan berat Iainrrya. 

Penggunaan 1-•r:Jai-:J(: .:. ltl·< ·ri:·r,iui?,fl ur-tus, ,-,ei toiongan darurat bencana 
sebagairnana c� .r1..ik�t1(1 !ar::1 F:.,s, . .i C hur 11 b , meliputi: 
a. sewa pcral .. rt.s n dun. r 1! u-rme euk aiar +ansportasi darurat darat, laut, dan 

udara; 
b. pengadaar -tau , c -r., I)t'l\,:1.1cJ! can. ata. bahan serta jasa yang 

diperiukar; -:.111tLth r,, .r.rier-srb.an pv.111g/tongso.:·, perbaikan tanggul, serta 
perbaikan , pe-ngaci.aa. 1 rmnsan iaian/jembatan/dermaga/ helipad darurat 
dan peralatan jamny.. yang bcrsner semcntara dan tidak permanen. 

PasalG 

Penggunaan 1J(.la11J�: -ta c ·1 erc uga urrruk cvakuasi korban bencana 
sebagaimana drmaksud .... atam IJasr-1.1 b h111-L1f c mehpuu : 
a. ·evak11asi kor ban , L -upa bieva pen.akamen. scwa sarana transportasi 

.darat, air, udars., 1 en / atau oembelian bahan bakar minyak yang 
d.perlukan unruk r. -oolcng kcrban veng pertu dipindahkan ke tempat 
yang lebib. 1tr11aI1. da-' 

b. pengadean arat n,ir: I ihan evaxuasr, _.ang mchpuu kantong mayat, tandu, 
tali temali, -..;,'."-lft<n,..i, «ngan. scparu bot. formalin, peralatan dan bahan 
evakuasi Iairmva. 

Pasal ·) 

Penggunaan B1•i..1njc ','i·.�.11.. ;L'rdu5u ur.r.. .c pemer.uhan kebutuhan air bersih 
dan sanitusi. S!.. h;,tg�1irr1.:- 1 •• t d.maksu.l dala:u P�.s.1! 1"> huruf d meliputi: 

----------- -······-···-····--------··--- 



a. pengadaan air bcrs.' •,. baik penganaan an- bersih di lokasi bencana 
maupun mendata.rgk..» dari luar daer 1l1; 

b. pcngadaan rpcrbaikai sarritasi , berupa: 
1. perbaikan j pemhu-nan saluran ai- buangan untuk MCK dan drainase 

Iingkungan: 
2. Pengadaan rvi(2l\. J .rurat di penarrpungan scmerrtara ; 

c. sewa mob'il toilet. ell p1 rampunean semcn tara: 
d. sewa alat den pemlu-tian bahan snr-a.na pcnduk ung untuk pemulihan 

fungsi sumocr air tn.r-c.n. 
e. transportasi, ber-i.o., -wa sarana trensportas! darnt. air, udara, dan/atau 

pembelian oanan t)ai r .mnvak untuz penginman air bersih, pengiriman 
peralatart dru , bana ·,artg cux-rtukan dalam penved iaan air berslh, dan 
peralatan '5:·t ·ita'"-i 1.- ·"'-<•�l Pcuamp-' 1ga11 scmcntara. 

-n.begu.mena -hmaksuct pada ayat (1) huruf c, 
.am-n.u- ):tnf.<..-1..1� dan tempat lain ke lokasi kejadian, 
uro um h.<' te.npar ncn-rungsian dan/atau tempat 

'l-:!,1 truui .uat ·i< ·1 bahar; penzadaan dapur umum. 

(1) Penggunaa-i Hc.ar i Tid» \ rfcrfit;.t�a Ln1t1.:� pemenuhan kebutuhan 
pangan, sc-buga.mr cnrnaasuo dala«i Pasal I.J huruf e meliputi: 
a. pengauaan r)�t1�� berupe tnek.inan siap saji dan penyediaan bahan 

makanari, termc .vk C.1C.::-�l,.1m!1y;-_; adalah keperluan pangan khusus 
untuk bayi, ihu ' c,.r:1J ibi. 1ne11vt;:-:,U1 dan lansia; 

b. penga.t.cm da .)! .irnurn, bf'r�lJ)C.. dapur lapangan siap pakai, alat dan 
oahan pembua m dapur t11n1.1m, terrnasuk di dalamnya adalah 
pengact.a.;n pcrrc -kaoau n- a Kan darurar: dan 

c. transporta si 11n:, k dis ti 1�)L1s1 bautuan pangan, berupa sewa sarana 
transporcasi ,.J. r. air .ioare. dan arau pernbelian bahan bakar 
vninya.c. 

Sararia :1 �l ,sporld, 
dipcr lukan ,.nt.L1h , 
ma'up'uri d�.:-1 c.:-.-::r1 · 
rerisolir, . ·rr'la'>��K r- 

(2) 

• 

• 
(1) Pcnggunaa- Belar ;.:. ·r\(.tak 'fe;:c1tf�l uotux pemenuhan kebutuhan 

sandang, sroagarma .. 1 cimeksud nalarn Pasal (1 nuruf f, meliputi: 
a. pengadaan so o-: ·1g. be.rupa pecaian t.rnurn dewasa dan anak, 

perlengkapan sa .ang bayi. kep,» ,.1a.11 tidur, dan perlengkapan khusus 
wanita ·1r:.·'.v·as;1: ct .i 

b. trarrspor tasi uri. 
iranspo-tas: <jar 
rr.invak. 

{2) Sarana t1·1� nsport,« 
dipertuxai 11rtd• 
kejadia.t. 

'11st:1:Jus1 ban.uan sandang, berupa sewa sarana 
.:.1.1r. · «iara, rtan I atau pernbelian bahan bakar 

�.s.:.Jdf.!<.!H:<<-tr1a .i.maksuo pada ayat (1) huruf b, 
�::-ii,tf-, ::i:-1111t1;:.. · sandana dari tempat lain ke lokasi 

(1) Pe:1p.,.�1.1;1a. f:h·''"' 
sebagaimai.. dim..': 

. id-. : Tero ,,;., Lc,;·..lr,'. pelayanan kesehatan, 
c':-�,c.:.:-1 .·�1s,� 1�. iurut 1� -ne liputi: 

·a. ?<:!1S3.\"1',,_·,·,1 D�}·0t- rat an rr't uk k- ban br-r-ca na khususnya di ternpat 
�"J..."ng',ll. 'r..:.:· 

b ct·11�a,j ,t·, ,)_·. 
g. g, d.l�· ··r: i._ r ,- " 

1. ·1,J;C:11�1 f' .-·t·i · ·t! sa';L1·1, ,-f-tampo, sikat gigi, pasta 
,. '-(: ,: ... , :y.8 :]. 1 

8 
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c. transporrasi uun 1n: distribusi b.:1nt1..1a11 obat-obatan, berupa sewa 
sarana transporr«: d.irar. a.r udara, dan /arau pernbelian bahan bakar 
rniriya« , 

(2) Sarana trarrsportas. -se-bagatrnana clirnaksud dalam ayat {l) huruf c 
diperltlkan nntuk pt' airi-na.: banru: n obat-c.batan dari tempat lain ke 
lokasi kejaoian, 

···'asal q 

dan 

dan 

barak, 

lampu, kabel, 

bedeng, 

velbed, tikar, selimut, 

.ain .., -,r,rr,e!lt:.-i.ra, · antara 
1J:J.ne11 lai nnya; 

"lidak T,·:.·duga cm cuk ;)enampungan serta tempat 
-bagair-iana ct· .uaksud dalam Pasal 6 huruf h, 

pcngadaan l: .. J1!:, 

cangunar nor: p: 
pengadaan teud«, 
pengadaan eras -idur antaru lain matras. 
kanrung udur dan �e3en1s:1yR; 
pengadaan sar-ana peneranzan, antara lain 

(1) Penggunaar- �'3et;a1 _.c 
hunian sc-ncntar., 
melip.n.i: 

sejenisr.va. 
pengaoa.m r..1:-t :1< ... r- oahan, b-rupa peralatan dan bahan yang 
drperlukan untu pembuatan temper penampungan dan tempat 
h.miar- scmcmar sepcrn ,d:lL pert ckanaan sederhana; 

f. Trarispo iasi da , r rang.ca dis: ribusi pcralatan untuk pengadaan 
pe-namp-uiga» �t:.,�:i temo:u hunian sernentara, berupa sewa sarana 
rranspc .asi c. �-,:-'·' .1.1r, .• rtara, dan, atac, pe-mbelian bahan bakar 
rmnyax 

a. 

b. 
C. 

d. 

• e. 

(2) Sarena t:.·:,.,po.-• ,, -, 
dipertukan untuk 1 

penampune.a.i c . .__1., 

kejao.an 

...-.ei:Hf!J tl·,&r..d crimaksud pada ayat (1) huruf f 
,.;_;irim:i..1 oaniuan peraiatan dan bahan pengadaan 
--,rJnr r.ur ian se-ncntara darr Lempat lain ke lokasi 

• 
:;, .xi.m Ircdua 
: ..," 11 gang·";' �.ra 11 

'.Jasal 5 

(l) Besaran _)(·l4r• .. :- .cc-:1-.. 1:1u ,,_;;1 ute �·pt-:..:, J berdasarkan kebijakan 
Walikcta C.a!·, l ct,·.' :.1, �=ctla11' DPA-PPKD serta 
per.�ntuK,1Jn1yaJl.<,.'i2",.Ja i11v.1 <"1irela1 <an de rgan Keputusan Walikota 
atas pert :r1banf?1 , ;,L{f1D ::,;,n£1 m..mbidangt penanggulangan bencana 
seraku p{·11.t!1���. t't.\\V:�'.h :-:c\1c.1.tan tan dilaporkan kepada DPRD. 

(2) Dararr- s: · ,rlac.:1 "' r .1:--:..1: ;:,.�;rie· � tan Laet-ah dapat melakukan 
ocneeruar v�1.1,�, -cu r» :� t-scd, · anggs rannya yang selanjutnya 
ciiuautxar '-- d-.n ·-� -nue-ir.. UC .... 110&.._� n 1\PBLJ. 

(3) Keadaan r -rrur­ 
kurangny, ,� . .;niL 1, 

a .. oukan t·r ... ,r .•. 
dar; L�c' _ (J:.r:.1 

I:. L!QHK L :'"a•.,t{ 

1),lJa.1n�"1.'l<.t 01 -iakst.d pada ayat (2) sekurang­ 
k: .tc: . 1 Bt�:)i..;l_ uc-ik., 
ke- (::., t · .. tr.r .-1] dar- ak ttvtta s pemerintah daerah 

.·n·r1ix�:t'...::: '"!. Sc- .Iumnv- 
. :1Ul (',,',·�1:-8 L· .1!8�l� 

c. oeraci, .: "lt:t•· :. i.r.. J ... , . it tQ<·t·· 1• ·).-:11�,:, :nt.<-.l.n daerah; dan 
ti. me n.Ii 1 :J.-1 ,r)r. · �� � 1,� 1 ti,{H :.t·:t) 10 'P c nggaran dalam rangka 

pcr-n-l .cn v·.'. , .·;,::1·::,,..;:;·r· 01i·l1 1 0::t<i::1F!' iarurat. 
(4) Dalnrr- ha d:·11 ,;.. c 1,..1�.u. :tel L. rr1c'J11...t.n:Up1 t1ntt1k tar1ggap darurat 

beuana dap�,.! . ��1 1 ·\,·tL. t' ··�.:-·.1 ,. ..1.. 



a. rnenggunakar , i:. ,1.1 dan hasil penjadwalan ulang capaian target 
kinerja program c, .,r1 kegiatar, lainnya dalarn tahun anggaran berjalan; 
dan zarau 

b. memanfaarka-i 1 · 1g kas y11:1g tersedia. 
(5) Dalarn ha! keacaa · darura- rcrjadi setelah ditetapkannya perubahan 

APBD, Pemerintah -aerah dapat mclakukan pengeluaran yang belum 
tcrscdia ;J:D�{garatJ:,.'.::.. dan pcngeruar-an tcr sebut disampaikan dalam 
rcahsasi ar-egarar- 

(6) Dasar per1p:.:!unrcJ.:1 1 :1tt1k kc'ft3.tc1.n-k��g1atan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (.)) 0.1:·or�.-::, l-. .<::1.r1 :,�J·Lr•b1f1 cahulu dalam RKA-SKfJD untuk 
dijecnkan ,t;,.sar :.l., ..,cs:i.r_�;:, i')J)A Si PD ok-n PPKD setelah memperoleh 

· pcr setuju.;o Sekt c-t .� Daer.el. 

t3e��1aJ1 !{,.tig;a 
t1tiHi<.., •.• , ,.t'l Pencam,n Bctanja Ttdak 'l'erduga 

Pas}JJ , 6 

.akukan dengan mekanisme 
lJen�eluara11 SKPD yang .anc.r. 

' (:'!•:._, _, '1g_t !.s''fit·,"tr 

:.1 ,-:1,." �.et)i .11 }Jt'>,t: .. imaan daerah tahun-tahun 
,.,11 ·: ..... r. ,•,!H per.s: ururi perundang-undangan 

.. ,·r,tr:v.- ... 1:,1:Dan \.i ntu« rncnilai · Rencana Kebutuhan 
at cinucrkun (. sar unruk melaksanakan pencairan 

f), ncar-u kf"p2. ;1 Kepa.a SI\.PD yang melaksanakan 
}'J�·.:c-::'l ()di.! � ..... mba- 1(s8t\1) hari kerja terhitung 

mclaksan, .. 11 • •!.< 
(4} Pcncanan ()\ .1g,"":1. , 

SC oe.umn v - j_il.c-.1��.:, 
t<:,·ka1:: per::-- . ·"Tlh.c:.. � 

(1) Setelah mcnerir-i., ior:·lr, o-ncan.: dad r urah, Kepala SKPD yang 
melaksana- .. ar- 11 ... r.gJ. .c :1ar,1-1gt1!ang:.111 bencar.a rnenugaskan tim untuk 
melakukar. 0t"11u1j::i.L:,.:. Icka.s- ·�f;nctt<d dcngan pertimbangan selektif dan 
hasrtnya dijra ng xa.. :-:.l..1111 t.cr-ta ac -a scbogei dasar untuk mengajukan 
Renca na Kc curcnar �·LlDJr. f!<�B) re .. ggap dnrurar bencana kepada PPKD 
se!alru BUJ., 

(2) PPKi) sela,cu :3, -r, 
Belanja {X" 01 ya; ... � , 

. dana tanrr�r�1c ri<!:'llr' 
fungsi -;e··· 1·;_.::.l'f...i._1 .t- 
seja I{ di tcr -:.-1 ' 

Pcnca.ran =.ir;a 
'l'U Ja11 ·:--··: .t' 

(3) 

• 

• 

Li,�5-)r'tl, h.r_ ·11p,lI 
i 'c I •. J?·-�11 c .ru _ I·e1 t., ggt1ng,,, .va o.m 

1 )1 • ;1g,:,,..1J' ,1a11 1 .ctanja Tid:1K Terduga diberikan 
:t .... 1)c 1: ·1�:·t�-.:n >rtr:J11i..• 1j . .1.sc.. 1.1pruk penyelenggaraan 

<.,1,.:,1,p u.u ic,--.t b•· cana di--atat pada Buku Kas Umurn 
2-1: .. ,'i ·::1,�· .. 1.:a:��!·1 uada SJ:..t)D yang melaksanakan 
bcncana. 

,. :2 va: t£ dik--Io -nya. 
.uas. ;Jt"rl�f;Ltil�t: n aana tar.ggap darurat bencana 

Kcp.ur; SKI):) yang melaksanakan fungsi 
anu k(•r1;.cld J;p�·D deugan melampirkan bukti-bukti 

i n . r.vuap ,, �L s.u- ... : pernyataan tanggungjawab 

( l) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pengguna., 1 denr t 

ter sendiri ·-'i�·:1 '.�-� .. · 
f1 ingsi pe11;.-,.1.ggub::1" 
Kepala Sh.1'D _,·0_n,� 
bertanggungjawab 5: 

tanggap carurar r­ 
Pcrranggungjawa ,.-:. 
drsarnpai«.« ,1., .. 
pcnanggul. .. :.gan oct , 
pengetuara 1 :var!'.'. '-'. · 
belanju. 
Pcrt::1n�i:;"U:1;.,,;a.\\ H· 
perlakuan · .. 1· . .1�.:. 

melal-sunakan !1.111gsi 
ara fi-ak. dan k., uangan 

penanggulangan bencana 
iernadap penggunaan dana 

------ --····- ._. _....._ ·-·····-----------···· 



dan efisien sesuai 
'tanggap uarurat 
pernbelian,' �engad aa 

.icncana 
langsung 

dilakukan 
yang efekuf 

secara khusus melalui 
dengan 

per at uran j.crundenv ...1::1.d,-J ngu n ; 
(5) Yang dimaksuo .:!, ngan pertakua.i sccnra khusus adalah bukti 

pcrranggungjawabar. ya.11.g ada tide.c herus seeuai dengan ketentuan 
pcrundang u-idansv: \ »ng br-rlaku namun dapat disamakan sebagai 
dokumen pertangi;t1:. jewaban keuanj-an yang san; 

(6) Pertanggur.gjewarv.u ·J�liK xe.rangan u.aupun kiuerja penggunaan bantuan 
tidak rero ueu pa.t., -·'·d.dar:ln darurn: dilaporkan paling lambat 3 (tiga) 
bulan seteluh mr.s. rg�z-.µ c arura bencana bcrakhir, dilengkapi dan 

!'g� •. :.:.rr111 <1.r1 -ru tain 
:�ct1rt· -enver., -an bantuan: 
.-::-r11.1,.1.:t,� b<t� · 1g oant ua.n: 

}c, ·1.,1:·1.:::g_1u1:-s.1:t .. rbau 1:--.1->,JJ: 
1�i.1 . rar; '1:-t11g c .ctanu: illt:l, pejabat setempat; 
/,.;,:-.a; .. 1 j.erarat in o.,» k.gisfik: 

• ,:· . .1,_ oe:i.!, irnrJ.11 !)�1r1.L1.::.an termasuk personil; 
·(1. r.:,·111:,;'.1ri:11,1.1 oam u-ar- <arnpai ke lokasi bencana; 
�ll,1:JJI h,i! IU.1 ::l.1..J•.!-ti 

in, } c 'D 1:;r)i'- ua.am nal oengadaan jasa; 
(;_ ..., ' 1 

rcr; 1.·�a I, uaus ,·.r1gt.ta1.1 darurat yang tidak 
·,;.,�:- .• ..:· -: :::: ,.ltl rckcrnng kas daerah melalui 

r+u ktt 

81:kti t:,. ' ',.'UI ,. 
.d uk ti t . l tS<· l,' 

�uk11 :., ', 

drlampiri 0 .. k11-QL., t 

b. h .. \VJW.': ·· .itt ; '..lt' 
c. Surr.t 1• ! .y;-;.:,., 
d. 1-<t"k,-lP! .. :.-1 ;' I 

secar.i c- ··" !'.'o, 

diguna .... ,-;:, E.JS-:. ,. 

Bcndanar 1'11:Jn1 
P?KD -ne .· m )� -:, 1::n�'- L.1 .:;_r,'l : ·J;·.,.11_·�1 Ll .ul: terduga kepada DPRD 

-: .:F! , 'cP.;.! r .Jaks.an . .rksu., fungsi penanggulangan 
bcncar.a ·-1, r'':'C,..:!�.: .r .1;� ,�·"'·:--, ;J•:- ·1.:1g,s1.'1, -uw.rban dan pcnggunaan 

J· 
k 

e. 
r. 

. g. 
h 

(7) 

(8) 

• 

Belanja T:ci..1.t::. e . ". 
pada Pf>!�:) 03,,1_ -. ts..:..�. 

�l.t.:iJ :�•11:-..-1--;. .cr- is belanja tidak terduga 
. . ..:;·!'ir0_ t , ;;erKe-1 1ar1. 

• SKPD �·Ar1� rrctak-u.: .1:: ...... ru s. Otr!<:cr1:gular1�.h.1 bcncana menyampaikan 
pertanggungjawaoan Kt· .:·,·.t<-l warucora -anng iarnbat . tanggal 10 (sepuluh) 
bulan beriku ·1•12 <:c: . .-..1 acu.m-u-artf atas lxlanja tidak terduga yang 
disalurkannya d.ci rfl•.:t,j".·Jl objck pemerit ... ,Dar• . 

. .l�St".tt :) 

Realisas. O�if:t4.:,1 t .... :." 
terduga pemc. n ·1r � 1. 

�·:c1:e,, :.�c ... -i.n.l -mkan pada laporan belanja tidak 
c.� fc•li auu- -riggar.» berkenaan. 

•' ,) ' I Ill sc: . >, ', F:VALl,ASi 

{1} SKPi) y j ! :·,,, h 
SKPD .e.:'. .. · 
belanja tic. r .s: f(. ;£ 

'11·· ;!3, :1{'1'.r'Ln'.>y1.tla11gan bencana bersama 
"'"!' .. , .r-i cc , .:..; �1,,;. cv.rluasi atas penggunaan 

' ' "' 



• 

(2) PPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembalian 
belanja tidak terduga untuk tanggap darurat yang dilakukan oleh SKPD 
yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan pengembalian 
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelurnnya yang telah 
ditutup. 

(3). Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur. 

Pasal 22 

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya 
harus didukung dengan bukti-bukti yang sah. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bitung. 

_Ditetapkan di Bitung 
11 A7ustus "'11.1 

!TUNG, 

HANNY SONDAKH 

S AERAH KOTA, 

SERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 1 c; 4 

Salinan sesual dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDAOZ:..NG, 

.WEENAS CH.NOBEL, SH,MH 
PEMBINA 

NIP: 19741118 2001121 003 
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I. 

PENJELASAN 

PERATURAN WALIKOTA BITUNG 
NOMOR 45· TAHUN 2014 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BELANJA TIDAK TERDUGA 

UMUM 

• 

• 

Dalam rangka pelaksanaan secara efektif dan efisien sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu disusun 
Peraturan Walikota tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban 
belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai 
tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial 
serta kebutuhan mendesak lainnya, serta penanganan konflik sosial, 
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
penanganan konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam 
negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor .1 Tahun 2014, serta 
kelebihan atas penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 
Kebutuhan tanggap darurat berupa kegiatan pencarian dan 
penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban 
bencana, kebutuhan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, 
penampungan serta tempat hunian sementara. 

Pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan dengan cara Walikota 
menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga 
dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepala DPRD paling lama 
1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. Atas 
dasar keputusan Walikota tersebut, SKPD yang melaksanakan fungsi 
penanggulangan bencana mengajukan usulan kebutuhan kepada PPKD 
dan PPKD wajib meneliti rencana kebutuhan yang diajukan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukupjelas 

Pasal2 
Cukupjelas 

Pasal 3 
Cukupjelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal6 
Cukup jelas 
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Pasal 7 
ayar f l , 

b u-u" a 
Cuk up � :s 

huruf tJ 
Cukup it•.:.� 

hut uf C 
r ann di-r .xsud de ngan 
"n ans.p.» rsi dar'at" a-nara lain: motor. mobil, rruk, bus. 
'·1r2>.115por .si taut z sungai" arrtara lain. perahu, motor boat, 
saoul. 
-r.snsuc- <::,] unara" a ntar-a lain helixoprer, pesawat terbang, 

mtolc 

• 

3.},'[1.t' '.�-. 
Ct,:'. L,:) {"" .:-. 

ayat 1.� 
Ct .. ):· c 

oyat (:i 
CL.;· ..o 

aya r I ' 

Ct i�,�µ 1: '·:.1.:-:: 

Pasal 8 
Cuku» jt·:as 

Pasal 9 
Cukup �r·tas. 

1:>as;_1l l o 
Cu kup je.as 

• bll.lfl' 
VEnf d.. 

·-�,ak�l'l:, 
'(1.!PC.'11...1. 

r.icnv .st : 
:·)�1 harr-. 

Co , .p _;;_, ", �, 

Pasai 12 
ayat • 

h- " ; . 
':.':.., ;";'. 

.- c' '­ 

, t. ,.:... 

.ksud de ngan 
siap �:J.�i" seper: i nasi bungkua, roti dan sejenisnya; 

pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu 
dart Iansla" sc-crti susu, makanan bayi, makanan 
menvt sui dart l-msia. 

r,S,.,;,d. :..\t:np,H.n 
err; :!11 dt s� .a dan .mak" antara lain pakaian 

e-h.n . .:., dastcr , kaos, sc:r·1gam, pakaian hangat, 
.. ·i ... J..: ::>t'!<u!::tf:, pcrlengkapan shalat/ibadah, dan 

Pasal 1 1 
ayo t \ 

hu l, . .: <:'. 

.. Uk'.... J '-. �·J 

h ... .' ·f' t'; 
, ... .' .ikuc . 

e , 

lam »r.pok. bedongan, 
sc-no -celarubu untuk 

selendang, 
bayi dan 



.an tirn., ,..· an t-t ·a rain kain sarung, kain, selimut, 
:L.1:1 :.r·j,··1,:..n)\. 

Kgpan «nusu : wu nita dcwaaa" adalah pembalut 
\.f:.!.1 S<.J� nsnya 

T;!,1rr 
"j),: . r 
\�<..1r.11 

huru · J.-., 

'.tk.1..:.J 1c· ,.. 
hu l .I� • 

JI'..;. 1 

ayat (L·: 
(:uk._1p c"1 .: 

PR:::.:1-l 13 
C:L1ku··. , :a.t> 

• 
Pasal 14 

Cukur 1v,.J. ·, 

Pasal ; o 
Cuk t.p -, i.�, 

Pasa: l t) 
Cux up c t. 

Paaal I 7 
Cuxur, ' ·�.,;.:, 

f)aS�;,_! .s 
Ci-ku- -a-, 

Pas,.t .2(J 

• 
CU.<L::r .a. 

Pasal Ll 
r_:u,.,..L: 


